
GUBERNUR JAI'VA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Daerah Nomor L4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

1.

2.

Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara

Tahun 1950);

3. Undang-Undang .
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3 Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 2g rahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun
2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2o2g (Lembaran
Daerah

Seri A);

Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah Daerah provinsi Jawa
Timur dan Dewan perwakilan Ralryat Daerah provinsi

Jawa Timur menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubrik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4

Menetapkan

2. Pemerintah
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2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah provinsi

Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Ralryat
Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. pendapatan daerah;

b. belanja daerah; dan

c. pembiayaan daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )

direncanakan sebesar Rp31 .t2o.6TT.901.940,00 (tiga
puluh satu triliun seratus dua puluh miliar enam ratus
tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu
sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 3

( 1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp29.848.710.018.940,00 (dua puluh sembilan triliun
delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus
sepuluh juta delapan belas ribu sembilan ratus empat
puluh rupiah).

(2) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp31.I2O.677.901.940,00 (tiga puluh satu triliun
seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh
juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus empat
puluh rupiah).

(3) Anggaran
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(3) Anggaran pembiayaan daerah pasal 2 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp1.9O8.8S0.gSO.OOO,OO (satu

triliun sembilan ratus delapan miliar delapan ratus lima
puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang

terdiri atas:

a. penerimaan pembia5raan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(4) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.908.85O.350.000,00 (satu triliun sembilan ratus
delapan miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus
lima puluh ribu rupiah).

(5) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar

Rp636.882.467.OO0,00 (enam ratus tiga puluh enam

miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus
en€un puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar

Rp1.271.967.883.000,00 (satu triliun dua ratus rujuh
puluh satu miliar sembilan ratus enarn puluh tujuh juta
delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan

pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan

direncanakan sebesar Rp1.27L.96T.BB}.O0O,O0 (satu

triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus

enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga

ribu rupiah).

Pasa-l 5
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Pasal 5

uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercan'rtum dalam Lampiran yang merupakan bagian
ticlak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,

Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian

Objek, Sub Rincian Objek pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang

Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa

Uang yang Diterima serta SKPD pemberi

Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Bantuan Keuangan

Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD

Pemberi Bantuan Keuangan;

6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan

Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil pajak

Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;

7. Lampiran vII Rincian Dana otonomi Khusus Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

8. Lampiran VIII



8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X
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Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak

Bumi dan Pertambangan Gas

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas

Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan; dan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan

Peraturan Daerah terrtang APBD dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam

Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Peraturan Gubernur

diundangkan.

Pasal 7

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 30 Desember 2022

WA TIMUR,

KH PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 3O Desember 2022

PROVINSI JAWA TIMUR,

NO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 89 SERI E
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